KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Pattimura Nomor 20. Kebayoran Baru. Jakarta Selatan 12110. Telepon (021) 7247564 Faksimili (021) 7260856

Kepada yang terhormat,

1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;

2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
3. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis.

Di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

SURAT EDARAN SEKRETARIS JENDERAL
SELAKU
ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI

NOMOR:9Y/SE/SJ/2019

TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN LAYANAN
INFORMASI PUBLIK KEMENTERIAN PEKERJAAN
UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

UMUM

bahwa untuk menjamin kemudahan dan mempercepat pelayanan
kepada Masyarakat dan dapat menghasilkan pelayanan yang lebih mudah,
sederhana, cepat, murah, dan tertib dalam administrasi pelayanan,
dibutuhkan Pedoman Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik
Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat di Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik menyatakan bahwa PPID bertugas dan bertanggung jawab dalam

terselenggaranya keterbukaan informasi publik serta dalam rangka



mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, menjamin hak masyarakat
atas akses informasi, meningkatkan pelayanan informasi publik kepada
masyarakat, dan menyusun, menetapkan, serta menerapkan Standar
Pelayanan.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu menetapkan Surat Edaran
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pedoman
Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum

dan Perumahan Rakyat.

DASAR PEMBENTUKAN

1. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5149);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);

3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 249);

4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 817) sebagaimana
telah diubah dengan  Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor

20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana



Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 107);

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
03/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 96);

MAKSUD DAN TUJUAN

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai acuan bagi setiap unit organisasi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam

penyelenggaraan layanan informasi publik.

Surat Edaran ini bertujuan untuk mewujudkan pelayanan Informasi
Publik yang berkualitas kepada Pengguna dan Pemohon informasi secara

akurat, tepat waktu dan berbiaya ringan.

RUANG LINGKUP

Lingkup Surat Edaran Menteri ini meliputi:
1. Prosedur Penyusunan dan Penetapan Daftar Informasi Publik;

2. Prosedur Uji Konsekuensi;

3. Prosedur Pendokumentasian Informasi Publik dan Informasi yang

Dikecualikan;
4. Prosedur Pemutakhiran Informasi Publik;
5. Prosedur Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik;
6. Prosedur Penanganan Keberatan; dan
7. Prosedur Penanganan Sengketa Informasi Publik.
DEFINISI

1. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda
yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun
penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan

dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan



teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun
nonelektronik.

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan,
dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat yang berkaitan dengan penyelenggara
dan penyelenggaraan negara yang sesuai dengan peraturan
perundang-undangan mengenai keterbukaan Informasi Publik, serta
informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan
badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan
penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi
nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau
luar negeri.

Informasi yang Wajib Diumumkan dan Disediakan secara Berkala
adalah informasi yang wajib disediakan dan/atau diumumkan
sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan
mengenai keterbukaan informasi publik.

Informasi yang Dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat
diakses oleh Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud
dalam peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan
informasi publik.

Pengklasifikasian Informasi Publik adalah penetapan informasi
sebagai Informasi Publik yang Dikecualikan berdasarkan peraturan
perundang-undangan mengenai keterbukaan Informasi Publik.
Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan
hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik
sebagaimana dimaksud peraturan perundang-undangan mengenai
keterbukaan informasi publik.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama, selanjutnya



10.

11.

12.

13.

14.

15.

disingkat PPID Utama, adalah pejabat yang bertanggung jawab di
bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau
pelayanan informasi publik di Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat.

Pelaksana PPID Pusat adalah pejabat yang bertugas membantu PPID
Utama dan bertanggung jawab dalam bidang penyimpanan,
pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi
Publik pada lingkungan Unit Organisasi/Unit Kerja Pusat
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pelaksana PPID Daerah adalah pejabat yang bertugas membantu
PPID Utama dan bertanggung jawab dalam bidang penyimpanan,
pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi
Publik pada lingkungan Unit Kerja/Satuan Kerja Daerah atas
penunjukan pimpinan Unit Organisasi Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat.

Sekretariat PPID adalah wunit teknis yang bertanggung jawab
membantu PPID Utama dalam melaksanakan penyimpanan,
pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan langsung PPID
Utama di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Daftar Informasi Publik adalah catatan yang berisi keterangan secara
sistematis mengenai seluruh Informasi Publik yang berada di bawah
penguasaan Kementerian Keuangan, tidak termasuk Informasi Publik
yang Dikecualikan.

Daftar Informasi Publik adalah catatan yang berisi keterangan secara
sistematis tentang seluruh Informasi Publik yang berada di bawah
penguasaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,
tidak termasuk informasi yang dikecualikan.

Pengujian Konsekuensi adalah pengujian tentang konsekuensi yang
timbul apabila suatu informasi publik diberikan kepada masyarakat
dengan mempertimbangkan secara seksama bahwa menutup

Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar



16.

17.

18.

19.

21.

daripada membukanya atau sebaliknya.

Pengklasifikasian Informasi Publik adalah penetapan informasi
sebagai Informasi Publik yang Dikecualikan berdasarkan peraturan
perundang-undangan mengenai keterbukaan Informasi Publik.
Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai Badan
Publik dengan Pemohon dan/atau pengguna Informasi Publik yang
berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan Informasi
Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi
menjalankan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik
dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis
Standar Layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa
Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.
Menteri adalah  Menteri yang  menyelenggarakan  urusan
Pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Unit Organisasi adalah unsur-unsur organisasi Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Unit Kerja adalah unsur-unsur organisasi Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat yang terdiri dari unit kerja pada

masing-masing unit organisasi.

PROSEDUR PENYUSUNAN DAN PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK
Prosedur Penyusunan Dan Penetapan Daftar Informasi Publik adalah

sebagai berikut:

1.

Penyusunan Daftar Informasi Publik dilakukan dibawah
koordinasi PPID Utama dengan melibatkan seluruh perangkat

pendukungnya.

Usulan Daftar Informasi Publik oleh Pelaksana PPID Pusat dan
Daerah yang disampaikan dan dikumpulkan kepada Sekretariat

PPID.

Pembahasan usulan daftar informasi publik dilakukan oleh PPID

Utama dibantu Wakil PPID dan diikuti oleh Pelaksana PPID. Jika



diperlukan

Dalam melakukan pembahasan sebagaimana dimaksud pada angka
3, PPID Utama dapat meminta keterangan pihak terkait dan/atau
ahli.

G. PROSEDUR UJI KONSEKUENSI

Prosedur Uji Konsekuensi adalah sebagai berikut:

1.

PPID Utama bertanggung jawab melakukan Pengklasifikasian

Informasi Publik melalui proses Uji Konsekuensi atas Informasi

Publik sebagai dasar pengecualian Informasi Publik.

Pengujian konsekuensi dilakukan sebelum atau sesudah adanya

permohonan Informasi Publik, atau ketika proses penyelesaian

sengketa Informasi Publik berdasarkan perintah Majelis Komisioner.

Pelaksanaan Uji Konsekuensi dilakukan atas dasar usulan Pelaksana

PPID yang disampaikan secara tertulis kepada PPID Utama dengan

mencantumkan:

a) alasan untuk dilakukannya pengecualian atas informasi
dimaksud;

b) salinan permohonan informasi publik (bila Uji Konsekuensi
berdasarkan permohonan Informasi Publik); atau

c) salinan perintah Majelis Komisioner Komisi Informasi (bila Uji
Konsekuensi dilakukan atas informasi yang menjadi objek
sengketa di Komisi Informasi Pusat).

Uji Konsekuensi dilakukan secara saksama dan penuh ketelitian,

dengan mempertimbangkan alasan pengecualian sesuai dengan

peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan kepentingan publik.

Uji Konsekuensi dilakukan oleh PPID Utama bersama dengan Wakil

PPID I, II, III dan Pelaksana PPID serta Forum Konsultasi PPID.

PROSEDUR PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK  DAN

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Prosedur Pendokumentasian Informasi Publik Dan Informasi Yang

Dikecualikan adalah sebagai berikut:

1.

Pendokumentasian atas informasi publik sebagaimana dimaksud pada



angka 1 dilakukan oleh masing-masing Unit Organisasi/Unit Kerja
pembuat informasi dan dapat berkoordinasi dengan unit eselon II pada
Sekretariat Jenderal yang memiliki tugas dan fungsi menangani
kearsipan.

Pengumuman atas informasi yang wajib disediakan dan diumumkan
secara berkala dan informasi yang wajib diumumkan secara serta
merta dilakukan oleh Sekretariat PPID bersama dengan Pelaksana
PPID pada masing-masing Unit Organisasi/Unit Kerja pembuat
informasi. Sekretariat PPID berwenang meminta salinan informasi
kepada seluruh Pelaksana PPID.

Sekretariat PPID mengumumkan seluruh informasi yang wajib
disediakan dan diumumkan secara berkala dan informasi yang wajib
diumumkan secara serta merta melalui situs web eppid.pu.go.id
Pendokumentasian atas informasi dikecualikan dilakukan oleh
masing-masing Unit Organisasi/Unit Kerja pembuat informasi dengan
pengawasan dari Pelaksana PPID dan Sekretariat PPID.

Unit Organisasi/Unit Kerja pembuat informasi wajib menyimpan
informasi yang dikecualikan yang dikuasai pada ruang/media

penyimpanan khusus dengan akses yang terbatas/tertutup.

PROSEDUR PEMUTAKHIRAN INFORMASI PUBLIK

Prosedur Pemutakhiran Informasi Publik adalah sebagai berikut:

1.

PPID Utama wajib melakukan pemutakhiran terhadap Daftar

Informasi Publik yang telah disahkan secara berkala berdasarkan

usulan Pelaksana PPID.

Usulan pemutakhiran informasi dari Pelaksana PPID memuat:

a) Perubahan status atas Informasi Publik yang telah ditetapkan
sebelumnya,;

b) Penetapan status Informasi Publik yang belum ditetapkan
sebelumnya; dan

c) Usulan Pengujian Konsekuensi (bila ada informasi yang akan
dikecualikan).

Dalam hal dilakukan pembahasan usulan pemutakhiran informasi,

berlaku ketentuan sebagai berikut:



a) PPID Utama meminta Sekretariat PPID wuntuk melakukan
verifikasi usulan pemutakhiran informasi dari Pelaksana PPID
yang disampaikan secara tertulis kepada PPID Utama;

b) Bila usulan pemutakhiran informasi terkait dengan informasi
yang dikecualikan, maka Sekretariat PPID merekomendasikan
kepada PPID Utama untuk dilakukan uji konsekuensi;

c) Usulan pemutakhiran informasi dibahas lebih lanjut oleh PPID
Utama dengan melibatkan pihak terkait dalam Rapat
Pembahasan Pemutakhiran Informasi;

Hasil pembahasan pemutakhiran informasi ditetapkan melalui Surat

Keputusan Atasan PPID.

Penetapan atas perubahan status Informasi yang Dikecualikan dan

telah habis jangka waktu pengecualiannya menjadi informasi terbuka

dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum
berakhirnya jangka waktu pengecualian. Dalam hal Atasan PPID
tidak melakukan penetapan maka Informasi yang Dikecualikan
menjadi informasi terbuka pada saat berakhirnya jangka waktu

pengecualian.

PROSEDUR PENGELOLAAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Prosedur Pengelolaan Permohonan Informasi Publik adalah sebagai

berikut:

1.

Permohonan Informasi Publik dapat disampaikan secara tertulis atau

tidak tertulis:

a) Dalam hal permohonan Informasi Publik diajukan secara
tertulis, Pemohon mengisi formulir permohonan Informasi Publik

b) Dalam hal permohonan Informasi Publik diajukan secara tidak
tertulis melalui surat, telepon, surat elektronik, atau aplikasi e-
PPID, Sekretariat PPID atau Pelaksana PPID memastikan
permohonan Informasi Publik tercatat dalam formulir
permohonan informasi publik.

Permohonan informasi publik harus disertai dengan melampirkan

dokumen:



b)

c)

Identitas Pemohon:

1) KTP/SIM/Passport bagi Pemohon perseorangan; atau

2) Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga untuk Badan
Hukum yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia bagi pemohon berbadan hukum;

Formulir Permohonan Informasi Publik; dan

Surat Kuasa apabila Pemohon bertindak atas nama pihak lain

atau mewakili kelompok.

Sekretariat PPID atau Pelaksana PPID wajib:

a)
b)

c)

d)

g)

h)

memastikan Pemohon memenuhi persyaratan permohonan;
memastikan Pemohon dan/atau petugas layanan informasi
melengkapi formulir permohonan informasi publik;

bila permohonan tidak disertai dokumen permohonan akan
dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi;

mencatatkan permohonan Informasi Publik dalam register
permohonan;

memastikan formulir permohonan Informasi Publik diberikan
nomor pendaftaran;

memastikan salinan formulir permohonan Informasi Publik
yang telah diberikan nomor pendaftaran diserahkan kepada
Pemohon sebagai tanda bukti permohonan Informasi Publik;
menyimpan formulir asli permohonan Informasi Publik sebagai
tanda bukti penerimaan permohonan Informasi Publik; dan
menyampaikan kepada Pemohon Informasi Publik jangka
waktu penyampaian pemberitahuan tertulis yang merupakan
jawaban Badan Publik atas setiap permohonan informasi
publik paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak
tanggal permintaan dicatatkan dalam buku register

permohonan.

Sekretariat PPID atau Pelaksana PPID melakukan verifikasi atas

setiap permohonan informasi yang telah diterima dan tercatat dalam

buku register permohonan meliputi hal-hal sebagai berikut:

a)

Kewenangan memberikan informasi;



10.

b) Status informasi yang menjadi objek permintaan; dan

c) Unit Organisasi/Unit Kerja yang menguasai informasi.

d) Hasil verifikasi berupa persetujuan atau penolakan dari
Sekretariat PPID atau Pelaksana PPID yang menjadi dasar
pemberian jawaban atas permohonan Informasi Publik oleh
PPID Utama atau Pelaksana PPID.

Prosedur  permohonan  informasi  publik sampai dengan

pemberitahuan.

Setiap permohonan Informasi Publik wajib diberikan jawaban

berupa pemberitahuan yang disampaikan oleh Sekretariat PPID

atau Pelaskana PPID, berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan
dengan cara:

a. diberikan langsung kepada Pemohon di ruang layanan PPID;

b. dicantumkan atau diumumkan melalui laman PPID; atau

c. dikirim melalui faksimili, pos, dan/atau email.

Sekretariat PPID atau Pelaksana PPID wajib menyampaikan

pemberitahuan dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari

kerja terhitung sejak diterimanya permohonan Informasi Publik
secara lengkap.

Bentuk dan format pemberitahuan.

Bentuk dan format surat penolakan pemberian informasi.

Pemberitahuan memuat:

a) Informasi Publik yang diminta berada dalam penguasaan atau
tidak dalam penguasaan Sekretariat PPID atau Pelaskana PPID;

b) penerimaan atau penolakan permohonan Informasi Publik
dengan alasan yang tercantum dalam peraturan perundang-
undangan Keterbukaan Informasi Publik;

c) bentuk Informasi Publik yang tersedia;

d) waktu yang dibutuhkan untuk menyediakan Informasi Publik
yang dimohon;

e) materi Informasi Publik yang diberikan dalam hal permohonan
Informasi Publik diterima seluruhnya atau sebagian;

f) penjelasan atas penghitaman informasi dalam hal suatu



dokumen mengandung materi Informasi Publik yang
Dikecualikan; dan/atau

i)  penjelasan apabila informasi tidak dapat diberikan karena

belum dikuasai atau belum didokumentasikan

K. PROSEDUR PENANGANAN KEBERATAN

Prosedur Penanganan Keberatan adalah sebagai berikut:

1.

Pemohon berhak mengajukan keberatan yang disampaikan secara
langsung atau tidak langsung, ditujukan kepada Atasan PPID
melalui Sekretariat PPID dalam hal:
a) penolakan permintaan Informasi Publik dikarenakan alasan
informasi dikecualikan;
b) tidak diumumkannya informasi berkala;
c) tidak ditanggapinya permintaan Informasi Publik;
d) permintaan Informasi Publik ditanggapi tidak sebagaimana yang
diminta;
e) tidak dipenuhinya permintaan Informasi Publik;
f) pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
g) penyampaian Informasi Publik yang melebihi waktu yang
ditentukan.
Dalam hal pengajuan keberatan disampaikan secara langsung
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon mengisi formulir
pengajuan keberatan.
Dalam hal pengajuan keberatan disampaikan secara tidak langsung,
Pemohon menyampaikan secara elektronik melalui surat, telepon,
surat elektronik, atau situs web e-PPID.
Pengajuan keberatan wajib disertai dengan kelengkapan dokumen
sebagai berikut:
a) Identitas Pemohon:
1) KTP/SIM/Passport bagi Pemohon perseorangan; atau
2) Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga untuk Badan
Hukum yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia bagi pemohon berbadan hukum;
b) Formulir Keberatan;
c) Salinan formulir permintaan Informasi Publik yang teregistrasi;

d) Salinan surat pemberitahuan tertulis; dan



e) Surat Kuasa bila Pemohon bertindak atas nama pihak lain atau
mewakili kelompok.

Dalam hal pengajuan keberatan dilakukan atas alasan tidak
diumumkannya informasi berkala maka Pemohon tidak diwajibkan
untuk menyertakan dokumen formulir permohonan Informasi
Publik.

Dalam hal pengajuan keberatan dilakukan karena alasan tidak
ditanggapinya permohonan Informasi Publik maka Pemohon tidak
diwajibkan untuk menyertakan dokumen surat pemberitahuan
tertulis.

Keberatan hanya dapat diajukan dalam paling lambat 30 (tiga
puluh) hari kerja terhitung sejak ditemukannya alasan.

Prosedur pengajuan keberatan.

PROSEDUR PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Prosedur Penanganan Sengketa Informasi Publik adalah sebagai berikut:

1.

Atasan PPID bertindak mewakili Badan Publik dan/atau
memberikan kuasa dalam proses penyelesaian sengketa Informasi
Publik di Komisi Informasi.

Dalam penyelesaian sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Atasan PPID melalui surat
kuasa dapat memberikan kuasa kepada:

a) PPID Utama;

b) Sekretariat PPID;
c) Pelaksana PPID Pusat/Daerah;
d) pejabat atau pegawai lain yang terkait dengan substansi

informasi publik yang dimohonkan; dan
e) pegawai pada unit yang memiliki tugas dan fungsi memberikan
bantuan hukum/menangani hukum/peraturan perundang
masing-masing unit organisasi.
Pihak yang ditunjuk sebagai penerima kuasa saling berkoordinasi
dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
Pihak yang ditunjuk sebagai penerima kuasa menghadiri sidang
Sengketa Informasi Publik dan menyampaikan laporan hasil

pelaksanaan sidang Sengketa Informasi Publik kepada Atasan PPID.



5. Atasan PPID berdasarkan laporan hasil pelaksanaan sidang
Sengketa Informasi Publik memutuskan untuk menerima atau
menolak putusan Komisi Informasi dimaksud.

6. Sekretariat PPID bertanggung jawab atas penatausahaan, fasilitasi,
administratif dan operasional penyelesaian sengketa informasi.

M. BAGAN ALIR DAN FORMAT DOKUMEN PENYELENGGARAAN PELAYANAN
INFORMASI PUBLIK KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN FERUMAHAN
RAKYAT

1. Bagan Alir Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik
Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat tercantum
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Surat Edaran Sekretaris Jenderal ini.

2. Dokumen  Penyelenggaraan  Pelayanan Informasi  Publik
Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat tercantum
dalam Lampiran Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Surat Edaran Sekretaris Jenderal ini.

N. PENUTUP
Surat Edaran Sekretaris Jenderal ini mulai berlaky pada tanggal

ditetapkan.

Demikian, atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 September 2019

SEKRETARIS JENDERAL
SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA
YN DOKUMENTASI,




LAMPIRAN I
SURAT EDARAN SEKRETARIS JENDERAL
SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI

NOMOR: /SE/SJ/2019

TENTANG
PEDOMAN
INFORMASI
PEKERJAAN
RAKYAT

PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PUBLIK KEMENTERIAN
UMUM DAN PERUMAHAN

BAGAN ALIR PENYELENGGARAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

A. Prosedur Penyusunan dan Penetapan Daftar Informasi Publik

. : Lampiran
Prosedur Penyusunan dan Penetapan Daftar Informasi Publik P
Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Pelaksan | sekretariat a orum Atasan | Tim Pertimbangan Keterangan
PPID PPID |, II, | PPID Utama |Konsulta- Pelayanan Kelengkapan Waktu Output
a PPID W een| peo otorma
menyampaikan  surat  kepada ( mulai )
1 Pelaksana PPID untuk membuat
usulan Daftar Informasi Publik
(DIP) Data dan 2 hari kerja jUsulan DIP Unit
Informasi Organisasi
2 membuat usulan Daftar Informasi Usulan DIP Unit] 5 hari kerja Usulan-l{sul?n
Publik (DIP) dan menyerahkannya Organisasi DIP darfUr{It
kepada Sekretariat PPID Organisasi
mengumpulkan seluruh usulan DIP 3 harikerja |Draf Usulan DIP
3 dari masing-masing  Pelaksana Draf Usulan DIP
PPID. Kemudian menyerahkan
kepada PPID Utama melalui Wakil
PPID.
A 4
impi pIP > -
Pty [ I g =
a " "
:'ba:_t":( o‘I-ehI ank'l PPID |, :Pf;" m ‘ ‘ Draf usulan DIP| 5 harikerja | Draf Awal DIP
an diikuti olel
memberikan masukan dan saran
5 dalam penyusunan Draf DIP. Jika A 4
tidak ada tambahan/perbaikan Draf Awal Catatan atas
mak.a . langsung memberikan Daftar DIP 2 hari kerja Draf Awal
otorisasi terhadap draft yang Daftar DIP
diterima
Menyerahkan draf akhir DIP y Catatan atas Hasil revisi/
6 kepada Atasan PPID  untuk Draf Awal 1 hari kerja Daftar Awal
disetujui Daftar DIP Usulan DIP
Menerima draf akhir DIP dan Rekomendasi
meminta masukan dan saran Tim Daftar Awal 3harikerja | o braf Akhir
7 N "
Pertimbangan Pelayanan Informasi Usulan DIP DIP
sebelum dikembalikan ke
Sekretariat PPID untuk diperbaiki
melakukan finalisasi draf Rekomendasi
8 |berdasarkan  masukan  Tim Dan draf akhir | 5 harikeria | Draf akhir DIP
rer DIP
Informasi.
Memberikan  otorisasi  (paraf) o Draf akhir DIP
9 |terhadap draf DIP unit organisasi Draf akhir pip | 5 harikeria | yangsudah di
masing-masing. otorisasi
Menetapkan DIP dalam bentuk R Draf akhir DIP
10 — . o Keputusan
peraturan internal Kementerian selesai ) yang sudah di 3 hari kerja ten‘:an bIp
cenci g
PUPR otorisasi
Catatan :

Proses ini akan berulang pada saat Sekretariat PPID
sekali dengan mempertil

iran DIP

laporan

itnya 1 (satu) tahun

informasi yang dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali




B. Prosedur Uji Konsekuensi

" . Lampiran
Prosedur Uji Konsekuensi
Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Pelaksana | Sekretariat Wakil PPID Forum Atasan |Tim Pertimbangan Keterangan
PPID I, II Konsultasi Layanan Kelengkapan Waktu Output
PPID PPID m | Utema PRI PPID Pl gKap P
Membuat usulan Informasi Yang'
Dikecualikan atau Daftar m
1 |informasi yang Dikecualikan Data dan 5 hari kerja Usulan DIK
(DIK) dan  menyerahkannya informasi
kepada Sekretariat PPID
Menerima dan memverifikasi
usulan DIK yang berasal dari
2 |Pelaksana PPID v
Y) jika sudah pernah dilakukan Y Surat
Uji Konsekuensi sebelumnya Y T Usulan DIK 2 hari kerja pemberitahuan
maka sekretariat sudah pernah
menyampaikan pemberitahuan dilakukan Uji
bahwa sudah pernah dilakukan Konsekuensi
uji konsekuensi.
T) jika belum dilakukan uji
konsekuensi maka Sekretariat Surat
PPID menyampaikan 60 menit Pengantar Uji
pemberitahuan kepada PPID Usulan DIK Konsekuensi
Utama untuk dilakukan uji
konsekuensi
© Disposisi
v Surat 60 menit o Tgl
3 |Memerintahkan Wakil PPID | Pengantar uji Meeting
untuk menyelenggarakan konsekuensi
rapat uji konsekuensi

Wakil PPID | dibantu oleh
sekretariat PPID 1
4 |menyelenggarakan rapat uji  Disposisi * Undangan

PPID o Jadwal 2 hari kerja Uji )
Utama bersama Wakil PPID |, II, ‘ ‘ ‘ ‘ Meeting Konsekuensi
Il dan PPID serta
Forum Konsultasi PPID.
Sekretariat PPID  mengecek
kelengkapan usulan informasi
yang dlkec.uallkan . dan « Notulen
merekomendasikan tindak Rapat
lanjut usulan tersebiut kepada P "
PPID Utama * Absensi
Undangan Uji lharikerja |° BJrlta Acara
b dan y Konsekuensi i .
5 Draft Surat Penetapan Klasifikasf Konsekuensi
serta melampirkan  lembai /Lembfr
Pengujian Konsekuensi kepadd Pengujian )
PPID Utama Konsekuensi
© Lembar
Lemb:
Meminta saran dan masukan A 4 Pengujian ° :«;:gfl;ian
6 |kepada Tim  Pertimbangan Konsekuen Konsekuen
Layanan Informasi atas hasil Uji ¢ si 1 hari kerja si
K'onsekuensl yang telah o Uji o Pertimba-
dilakukan. |:| Konsekuen ngan
st masukan
dan saran
7 Memberikan persetujuan atas
Draf Surat Penetapan Klasifikasi
dan Lembar Pengujian : [P:la'tfir[\)‘\lll)(a 1 hari kerja Persetujuan
Konsekuensi. tertulis
ngan,
masukan
Menyusun surat penetapan dan saran
8 Klasifikasi atas hasil  uji v
konsekuensi yang telah .
disetujui Atasan PPID. Persetujuan 1 hari kerja Draft Surat
tertulis Penetapan
9 memberikan otorisasi (paraf) Draf Surat
terhadap Surat Penetapan » Draf Surat 1 harikerja | Penetapan
Klasifikasi ~ dan  lembar Penetapan dan Otorisasi
Pengujian Konsekuensi Atasan PPID
Menandatangani Surat
10 Penetapan Klasifikasi beserta
Lembar Pengujian Konsekuensi v Draf Surat Surat
untuk  selanjutnya  menjadi (" selesal Penetapan dan | 1 hari kerja Penetapan
Daftar Informasi yang! IOtorisasi Atasan Pengklasifikasia

Dikecualikan PPID n Informasi




B. Prosedur Pendokumentasian Informasi Publik dan Informasi yang

Dikecualikan

Prosedur Pendokumentasian Informasi Publik

Lampiran

No

Kegiatan

Pelaksana

Mutu Baku

Pelaksana
PPID

Sekretariat
PPID

PPID Utama

Kelengkapan

Waktu

Output

Keterangan

memerintahkan Sekretariat PPID
untuk mengkoordinir
pendokumentasian informasi
publik sesuai DIP yang telah
disahkan

Meminta Pelaksana PPID untuk
melakukan pendokumentasian
dengan langkah-langkah sebagai
berikut:

2.a mengumumkan informasi yang
wajib tersedia dan diumumkan
secara berkala melalui website
sendiri, dan menyerahkan
salinannya kepada Sekretariat PPID
dalam bentuk softcopy

2.b mengumumkan informasi yang
wajib diumumkan secara serta
merta melalui website sendiri, dan
menyerahkan salinannya kepada
Sekretariat PPID dalam bentuk
softcopy

2.c menyimpan informasi yang
wajib tersedia setiap saat

Melaksanakan pendokumentasian
informasi publik sesuai arahan/
petunjuk Sekretariat PPID

menerima dan
mendokumentasikan informasi
berdasarkan kategori berdasarkan
DIP:

4.a informasi yang wajib
diumumkan, diumumkan melalui
website resmi kementerian

4.b informasi yang wajib
diumumkan secara serta merta,
diumumkan melalui website resmi
kementerian secara seketika saat
terjadi kondisi yang mengancam
hajat hidup orang banyak

menyampaikan laporan
pendokumentasian kepada PPID
Utama

( mulai )

]
A 4
selesai

DIP

Disposisi,
DIP

DIP,
Disposisi,
Memo Dinas,

Laporan,
Tanda Terima

2 hari kerja

2 hari kerja

2 hari kerja

2 hari kerja

Disposisi

Memo Dinas

Laporan,
Tanda Terima

Laporan
Pendokumen
tasian

Catatan :
Tahapan ini dilakukan setelah dilakukan pengesahan atas DIP




Prosedur Pendokumentasian Informasi Dikecualikan Lampiran
Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Pelaksana | Sekretariat Keterangan
PPID PPID PPID Utama | Kelengkapan Waktu Output
Membuat surat tertulis yang DIK/
mulai Penetapan i kerj . -
1 memerintahkan Pelaksana PPID :) Ujip 1hari kerja Disposisi
untuk melakukan Konsekuensi
pendokumentasian informasi yang Lembar ’
Dikecualikan Penguijian
Konsekuensi
Mendokumentasikan informasi
publik yang masuk kategori
dikecualikan berdasarkan DIK yang
telah disahkan dengan cara :
2 ienyll:'nn(::;:aa? (ii:fr:)rmrans?m(,:::gr DIK dan Berita Acara
< . - 2 hari kerj ndokumen
dikecualikan yang berada pada Disposisi ari kerja jpe do.u ent
. . . . asian
unit kerja/bagian lain;
2. Menyimpan informasi yang
dikecualikan yang dikuasai pada
ruang/media  storage  khusus
dengan akses yang terbatas/
tertutup
v DIK, Nota
3 Menyampaikan laporan Dinas, Berita
pfandoku.mentasian informasi acara 2 hari kerja Laporan
dikecualikan kepada PPID Utama pendokument
melalui Sekretariat PPID. asian
DIK, Nota
. Dinas, Berita
Menyampaikan laporan acara
pendokumentasian informasi 4
endokument i Lar
4 | dikecualikan dari seluruh P asian 2 hari kerja Laporan
Pelaksana PPID kepada PPID Lapora’n
Utama Pelaksana
PPID
A
Catatan :

Tahap ini dilakukan setelah dilakukan pengesahan atas DIK




C. Prosedur Pemutakhiran Informasi Publik

. . . Lampiran
Prosedur Pemutakhiran Informasi Publik P
Pelaksana Mutu Baku
No Keterangan i Keterangan
Pe':,"sls;"a Se'g::;”a‘ Wakil PPID | | PPID Utama | Atasan PPID | Kelengkapan| ~ Waktu Output
Membuat usulan pemutakhiran
informasi Kepada PPID Utama yang m Daftar Setiap bul usulan
1 |terdiri atas Perubahan status, Informas, i etiap bulan pemutakhiran
penetapan informasi baru, usulan
uji konsekuensi
Selambat-
2 Menerima usulan pemutakhiran dan A 4 usulan lambatnya Di L.
memerintahkan untuk pemutakhiran tanggal 25 sposisl
jadwalkan rapat pembat pada tiap bulan
4 Informasi
j I rapat pembat " - Undangan
3 pemutakhiran  Informasi  Publik ¢ :Iumf'l;( . 3 hari kerja Rapat
fibawah koordinasi Wakil PPID | eridasiitiast
Usulan
4 femilah  usulan  pemutakhiran pemutakhiran, 1 hari kerja Berita Acara
usulan uji k K i daftar Rapat
T informasi
T : Usulan uji konsekuensi dilaporkan v
kepada PPID Utama untuk dilakukan
5 |uji konsekuensi o
. Usulan 2 hari kerja Berita A
takhil erita Acara
Y : usulan p khiran dibal o pemutakniran Rapat
bersama Pelaksana PPID terkait
Melaporkan usulan Uji Konsekuensi v
kepada Atasan PPID  untuk
6 |adi i i "
dllakt'xkan uji konsekuensk Usulan uji 2 hari kerja Lanoran
selanjutnya lanjut ke proses Uji konsekuensi P
Konsekuensi
Membawa hasil bah Y Draft Otorisasi
7 |kepada Pelaksana PPID untuk| ra . 2 hari kerja . 'OrISaSI
s o . pemutakhiran Pimpinan Unor
mendapat otorisasi Pimpinan Unit
Organisasi/Unit Kerja masing-masing
Menerima hasil pembahasan yan, A
8 ltelah di tpri i yd rg1 Draft yang Laporan
ela otorisas al telah 1 hari kerja .
menyampaikannya kepada Atasan diotorisasi pemutakhiran
PPID
y
( selesai ) Penetapan
9 |Menerima Laporan pengelolaan Laporan 1 hari keria pemutakhiran,
informasi. pemutakhiran } perintah uji

konsekuensi




D. Prosedur Pengelolaan Permohonan Informasi Publik

Prosedur Pengelolaan Permohonan Informasi Publik

Lampiran

Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan N Pokja Pokja Pelaksana Keterangan
y
Informasi Informasi Pengelola PPID PPID Kelengkapan Waktu Output
Informasi
: i publ ottt « Formulir « Form
1 |petugas  Pokja  Pelayanan|( [ETD) permohonanl 20 menit permohonan
Informasi pada Unit Organisasi/ informasi  Syarat
Unit Kerja. * Syarat . administrasi
administrasi yang sudah
ifikasi permohonan ilengkapi
2 Jkelengkapan berkas
permohonan yang diterima.
T: Apabila berkas tidak lengkap « Formulir « pemberitahuan
dan/atau ketidaksesuaian data P untuk
Pemohon  Informasi  maka T « Syarat melengkap
Petugas Pokja Pelayanan administrasi berkas
i i permohonan| permohonan
permohonan Informasi dengan « Buku informasi
memberikan catatan tertulis. Yy i
Y: Jika Permohonan sudah
lengkap maka lanjut ke proses
No.3
Berkas Permohonan
3 . N o bermohonan 10 menit inf:rhmasl yang
k i sudah teregister
informasi yang telah lengkap nformasi yang &
(perhitungan 1 hari kerja sudah udah lengkap
dimulai)
a ifikasi to P
Unit Organisasi/ T
Unit Kerjanya atas informasi s ericas « Permohonan
yang dimohonkan. lpermohonan 60 menit yang sudah
5 informasi yang teregister
Y: Apabila kewenangan Unit lsudah lengkap  Surat jawaban/
Organisasi/Unit Kerjanya maka Y tanggapan dan
dilanjutkan ke proses nomor 5 BE2P:
T: Apabila bukan merupakan
. Unit Kewenangan
Unit Kerjanya maka Kementerian
Ler N amps N PUPR
kepada Unit Organisasi/Unit
Kerja yang terkait. Dalam hal
Unit  Organisasi/Unit  Kerja
vang berwenang tidak
i i, maka
dikembalikan kepada
Pemohon..
b
Melakukan  verifika: atas
5 J«iasifikasi informasi yang
dimohonkan.
A). Apabila informasi belum © Berkas « Hasil uji
terdapat dalam DIP & DIK, B per ! konsekuensi
maka Disampaikan kepada informasi « Surat jawaban
Sekretariat PPID untuk © DIP dan DIK pemohonan
i uji i informasi
terlebih dahulu (lihat Proses Uj
Konsekuensi dalam  rangka
menanggapi permintaan).
ima hasil uji i
dan meminta Sekretariat PPID
Membuat  draft  jawaban
kepada Pemohon.
B). Apabila informasi yang %
i P
i i yan, i i « Berkas « Surat jawaban/
maka Pokja Pelayanan 1 per ; 2 Hari kerja penolakan
Informasi membuat draf surat informasi permohonan
b « DIP dan DIK informasi
i i dan
kepada Pelaksana PPID.
C). jika informasi  yang
informasi  terbuka,  maka
dilakukan proses no.6.
6 |database informasi PPID:
). jika o Berkas R N
dimintakan permohonan 1 hari kerja Nota Dinas
Penguasaan Pelaksana PPID, T informasi Permintaan
maka Pokja Pelayanan le surat Penyediaan
Informasi Berkoordinasi permintaan Informasi
dengan Pokja Pengelola berkas
Informa informasi
v). a informasi  yang
sudah lo Berkas 1 hari kerja Draf surat
maka Pokja Pelayanan permohonan jawaban
Informasi menyampaikan draf informa
surat jawaban kepada l surat
Pelaksana PPID untuk permintaan
ditandatangani berkas
informa
. Menerima dan
i surat j;
Draf Surat " ;.
dan menyerahkannya Kembali e 1 hari kerja Surat Jawaban
kepada  Pokja  Pelayanan
Informasi untuk disampaikan
kepada Pemohon informasi
s Menyerahkan surat jawaban
kepada purat Jawaban i kerj. ;
dalam buku registrasi bahwa 1 hari kerja Tanda Terima
permohonan telah selesal
y in i i « Data B
urat jawaban atas Pelayanan 30 menit Laporan
permohonan informasi Informasi Pelayanan
Informasi
Catatan:
1. Pelayanan informasi melalui Sekretariat PPID adalah permohonan informasi di Pusat. ada per i i yang ke PPID Pusat, maka Pelaksana PPID Pusat wajib

i dengan

2 (dua) hari kerja.



E. Prosedur Penanganan Keberatan

- Lampiran
Prosedur Penanganan Keberatan atas Jawaban atas Permohonan Informasi P
Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan i Wakil PPID I PPID Forum Keterangan
Pemohon | Sekretariat | Pelaksana | Wa g Konsultasi | Atasan PPID | Kelengkapan Waktu Output
PPID PPID 1l dan 1Nl Utama PPID
mulai
Pengajuan keberatan tertulis Surat keberatan
1 dari Pemohon ditujukan .
kepada Atasan PPID melalui da::olz(ur:nen 1 hari * Tanda Terima
Sekretariat PPID. pendukung
Melakukan verifikasi terhadap v
2 | setiap berkas keberatan Yang / comenit |* Pemberitahuan
diajukan  langsung  (tanpa  Berkas ketidaklengkapan
adanya permohonan informasi T keberatan berkas
sebelumnya).  Identitas © Nomor
Y Pemohon Pendaftaran
T : Apabila berkas tidak lengkap
atau  ketidaksesuaian  data
Pemohon  Keberatan maka
Sekretariat PPID
i per
informasi kepada Pemohon
dengan memberikan catatan
tertulis
Y : Apabila berkas lengkap,
maka lanjut ke proses nomor 3
3 Menerima dan melaporkan surat
. 3
pengajuan  keberatan yang ;b ¢ 1 hari kerja  |Nota Dinas
telah memenuhi syarat kepada Bekera an
Wakil PPID 1. [ Berkas
administrasi
Pemohon
a Wakil PPID | menerima dan v
menyampaikan kepada PPID Nota Dinas 3 hari kerja Disposisi
Utama. Kemudian, PPID Utama
memerintahkan Wakil PPID |
untuk menyelenggarakan rapat
koordinasi
Wakil PPID 1 dibantu oleh [ Berkas o )
s Sekretariat PPID > - Keberatan, 2 hari kerja Poin Tanggapan
menyelenggarakan rapat \—4 r Berk:-?s. .
koordinasi pembahasan ad'“'"l"s"as'
keberatan ber pemohon
dengan Wakil PPID Il dan llI ‘ ‘ [ Disposisi
Forum Konsultasi PPID serta
Pelaksana PPID terkait.
6 Membuat draft tanggapan atas « Poin
keberatan dan draft laporan 1 hari kerja * Draft Tanggapan
berdasarkan keputusan hasil A tanggapan
rapat koordinasi yang
diserahkan kepada PPID Utama
untuk diotorisasi
7 Melakukan otorisasi Pada draft * Draft 2 hari kerja « Otorisasi
tanggapan atas keberatan dan > Tanggapan i
menyampaikan laporan hasil
rapat dan menyerahkannya
kepada Atasan PPID.
o Draft
Menandatangani Surat Tanggapan Surat
8 Tanggapan atas Keberatan yang yang telah o tanggapan atas
telah ditandatangani  untuk diotorisasi 3 harikerja | keberatan yang
diserahkan kepada Pemohon l Dokumen ~ telah .
Informasi melalui Sekretariat Keberatan ditandatangani
PPID
9 Surat T Surat "  Bukti
Y atas - iri
atas Keberatan vyang telah S keberatan yang 1 hari kerja pengiriman
ditandatangani kepada telah M A'S'Pb
" e Tembusan
Pemohon Informasi ditandatangani kepada
PPID Utama
dan Atasan
PPID
10 |Pemohon menerima surat - Surat ) . 3
tanggapan atas keberatan selesai Tanggapan 1 hari kerja Tanda terima




F. Prosedur Penanganan Sengketa Informasi Publik

Prosedur Penyelesalan Sengketa informasi Publik Lampiran
Peabnara Mubs Baku
L Hagistan Rersi || Banietanar | Polmars | ke PO | sasgn [T Remmtugm Katmrangan
. re ey ppip | FFID Umma rr.n:-r PPID layaswn | Kedenglapan | Wakiu Crstipeat
Menerima @0 mercatst Sunt e = Surat Parggian

g [Parilen dabm Euss regatar @ Fanggran o menk g dam
dan metyampdiiane epade el sy Bu ragintrad
Abanan PRID s SETRgRECL il emas
fosmm s Pargtan apodiiani 'm
deampain kepade Pesiong
PR, et Peldinams  PROD
| syirgaiian pangglan|
|emeetan  bepads  Sedrewriat
P210 v * Surmy ] mesit Diispusin darl
Mierugasian MO e sk l"..-"' Alnaan FHD

1 mesghadeai I'H'Ilﬂhl_ll'lll! Kroaciog
Marebariin  dusenl epedd f_

3 kil PR O ustuk s 1 Bingesial 180 et wmm
FRID Utama dalam mengradap mr'ﬂnl
=y s gt infommani
berang-ama Wkl PR L x

4wkl PR 1L, Seletest PR l| l pierarbodas | meo o Seoagl
2 Praksara PRD sk I snghits
ooy perapan Indarmasi m'::"“
enghaan indormaii parg Seeary [ hnrdran:
Fproses O Komisi slormas, ” | Tt
B denpen peiabal Win i s wSural

5 [farg dinju mesginl poses ! gt | » Ot et sas
matiasl dasdat Husias 6 | + Bk beriag el P
somal womas Pesst Raik wengets e
DT ADepun G- | infarmmani o
[sendirl sl gEs  yang = Hawlraai

sl kaertes
metdias g i e
HngLety
Wekil PRD 0 membuat dan i=fanra
n'lnc-'ihn -nm: el 3 |

5 v w * vy
rekomenday I.Iﬁ: l

ke Eryepakatan

|Felbitinis with apind b et | P | stosvtians
gl hawl  pesyelensian) » Gt e e

[

iporkan hasd 1 Laporan fsil | 3Rar ke 'm
y  {reeghes kepasia Asaiam RO |_ R -
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SEKRETARIS JENDERAL

SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA

N DOKUMENTASI,

Firmanti
0615198703200

NIP. 1




LAMPIRAN II
SURAT EDARAN SEKRETARIS JENDERAL
SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA

INFORMASI DAN DOKUMENTASI

NOMOR: /SE/SJ/2019

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN
INFORMASI PUBLIK KEMENTERIAN
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT

FORMAT DOKUMEN DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN
INFORMASI PUBLIK KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

A. Format Daftar Informasi Publik

DAFTAR INFORMASI PUBLIK

Pejabat/Unit 7 ) b T - t [
) ) ) Organisasi/Unit €nanggung Jawa aitu empa Bentuk - .a aktu . .
No Ringkasan Isi Informasi . pembuatan Pembuatan | Pembuatan . | Penyimpanan | Kategori Informasi
Kerjayang ) ) ) _ | Informasi B
f informasi Informasi Informasi Informasi
menguasai
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Keterangan :
No : Nomor urut Informasi

Ringkasan Isi Informasi

Pejabat/Unit Organisasi/
Unit Kerja yang menguasai
Penanggung Jawab
Pembuatan Informasi

Waktu Pembuatan Informasi
Tempat Pembuatan Informasi
Bentuk

Jangka Waktu Penyimpanan Informa :

Kategori Informasi

: Nama/Penjelasan tentang (isi) Informasi
misal : Laporan Tahunan; Rencana Kerja dan Anggaran
. Pihak yang bertanggung jawab menguasai/menyimpan informasi

: Pihak yang bertanggung jawab atas pembuatan informasi

:  Tanggal/Bulan/Tahun informasi dibuat
:  Tempat (Kota) informasi dibuat
:  Bentuk/Format penyimpanan informasi

Misal : Softcopy, hardcopy atau lebih detail lagi pdf, ppt, word, dan sebagainya

Lamanya informasi disimpan sebelum dimusnahkan atau diserahkan ke lembaga arsip

. Status Informasi (Wajib tersedia dan diumumkan secara berkala, wajib diumumkan secara serta merta, atau
wajib tersedia setiap saat)




B. Format Uji Konsekuensi

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
Nomor.............. Tahun..........

Pada hari ini,......cccceeneen. Tanggal.....coovveeieeriieeieerieeeesee s bulan....cccoceeveenieniieienens tahun............ bertempat di ....ceoveevieeniiiiiee e telah dilakukan
Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

Keterangan

Nomor urut informasi

Nama Informasi yang dikecualikan

Dasar Hukum mengacu pada Pasal 17 UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

penjelasan berupa uraian tentang konsekuensi yang timbul jika informasi dibuka

penjelasan berupa uraian tentang konsekuensi yang timbul jika informasi ditutup

lamanya informasi dirahasiakan, mengacu pada PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

ISR A




C. Contoh Klasifikasi Daftar Informasi yang Dikecualikan

1. Batang Tubuh

PENETAPAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

MENIMBANG

MENGINGAT

MEMPERHATIKAN

MENETAPKAN
PERTAMA

KEDUA

NOMOR......... TAHUN.......
TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap
Pengguna Informasi Publik.
bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat wajib membuat
pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil.

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, huruf b, dan huruf ¢ maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi
yang Dikecualikan.

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 429);

4. Dst...

Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor ................ Tahun...............
MEMUTUSKAN
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran....ini  merupakan
informasi yang Dikecualikan

Lembar Pengujuan Konsekuensi Nomor .............. Tahun yang tercantum
dalam lampiran..... merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Penetapan ini.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal......
Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi
TTD+stempel



2. Lampiran

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

No ) . Jangka Waktu
Nama Informasi Dasar Pengecualian i Keterangan
Pengecualian
(1) (2) (3) (4) (5)
Keterangan :

Nama Informasi

Dasar Pengecualian

Jangka Waktu Pengecualian

Keterangan

diisi dengan nama informasi dan ringkasan isi informasi termasuk
keterangan waktu/periode, apabila informasi tersebut disusun
berdasarkan peride tertentu

diisi dengan peraturan perundang-undangan yang dijadikan
sebagai dasar hukum pengecualian Informasi Publik

diisi dengan jangka waktu pengecualian Informasi Publik
disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang terkait.
diisi dalam hal terdapat penjelasan mengenai informasi
tambahan lainnya

Jakarta, ..o 20.......
Menetapkan,

PPID Utama

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat




D. Format Formulir Permohonan Informasi Publik

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Ruang Leyanan Informasi Publik, Gedung Utama Lantal 1
J Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110
Telp. 021-7228497, emall: Informas| @ou.go.ld ; Informas|pudya hoo. com
Website: ittps-//zppid pu goiid

FORMULIR PERMOHONAN INFOERMASI
Nomor Permohonan

Tangzal :
Cara Permohonan : L. Datang Langsung 2Emafl ... 3.Fax .. . . 4 Surat (Pos)
(diisi oleh Petugas)

Yang bertanda tangan di hmah ini,
Nama

Nomor KTP

Alamat Rumah

Nomaor Telepon

Email

Pekeriaan

Dengan ini bermaksud uniuk mmds&n mmg!mm mtumm dmnmmimam hﬂﬂsa;t,..
Rincian Informasi yangm -

00 0 0 0 0 e 8 8 0 B B B 8 A B RS R4 4 S B 458 B A A B A SR

Tujuan Pengzupaan Informasi

Cara memperpleh informasi  :1. Melihat/membaca/mendengarkan/mencatat
2. Mendapatkan salinan informasi

Cara mendapatkan ipformasi 1. mengambil langsung 4, Fax
2. Kurir 2. Email
3.Pos
Petugas Pendaftaran Pemohon Informasi




Hak-hak Pemohon Informasi Leiinr lelukang
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Heterbukaan Informasi Publik

Pemohon berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik
kecuall: (a) informasi yang apebila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat
Menghambal proses penegakan hukum; Mengpangpu kepentingan perfindungan hak atas
kekayann intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Membahayakan
pertahanan dan keamanan Negarn, Mengungkap kekayann alam Indonesin; Merugikan
ketahanan ckonomi nasional, Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; Mengungkap
isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemausn terakhir ataupun waosiat scseorang
Mengungkap rahasia pribadi; Memorandum atau surat-surat antar Dadan Publik atau intra
Badan Publik yvang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi
atau pengadilan; Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang. (b
Badan Publik juga dapat tidek memberikan informasi yang belum dikuassi atau
didokumentasikan,

PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA EBUKTI PERMOHONAN INFORMASI BERUPA
NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS LAYANAN INFORMASIfPPID. Bila tanda bulcti
permohonan  informasi tidak diberikan, tanyakan kepada petugas layanan informasi
alasannya, mungkin permintaan informasi Anda kurang lengkap.

Pemohon berhak mendapatkan pemberitahoan tertulis tentang diterima atau tidaknya
permohonan informasi dalam janghka wakiu 10 [sepuluh) hari kerfa sejpk diterimanya
permohonan informasi oleh Badan Publikk Badan Publik dapal memperpanjang wakiu
untuk memberi jawaban tertulis 1 x 7 harl kerja, dalam hal: informasi yang diminta belum
dikussal/didokumenatsikan /belum dapat diputuskan apaksh informasi vang diminta
termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak

Biaya yang dikenakan bagi permintaan atas salinan informasi berdasarkan surat keputusan
Pimpinan Badan Publik adalah (diisi sesuai dengan surat keputusan Pimpinan Badan
Publik)

Apabila Pemohon Informasi tidak poas dengan keputusan Badan Publik (misal: menolak
permintaan Anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta), makn Pemohon dapat
mengujulkon keberatan kepada Atasan PPID dalam jangks walktu 30 (tiga pulah) hari
kﬂjlunkpﬂmnhmnnm[nrmﬂ:dlmhkfﬁhmﬂmnmmnhm keberatan lainnyn. Atasan
FPID wajib memberikan tanggapan tertulis amkabu:mumdm;uhn]’nmﬂ:m
sclambat-lambatnyz 30 (tiga puluh} hari kerjs sejnk diterima/dicatatnya pengajuan
keberatan dalam register keberatan.,
Apabila Pemohon Informasi tidak puss dengan keputusan Atasan PPID, maka Pemohon
informasi dapat mengajukan keberatan kepads Komisi Informasi dalam jangka waktu 14
(empat b-lul hari kerja sefk diterimanya keputusan atasan PPID oleh Pemohon Informasi
Publik.




E. FORMAT REGISTER PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

REGISTER PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Nomor Kontak
Pekerjaan
Informasi yang diminta

Tujuan Penggunaan Informasi

Status Informasi

pengiriman informasi yang diminta
diisi dengan nomor kontak (nomor telepon/faksimili/telepon

seluler/email Pemohon)

diisi dengan pekerjaan Pemohon

diisi dengan detail informasi yang diminta
diisi dengan tujuan penggunaan informasi oleh Pemohon atau
alasan Pemohon meminta Informasi

diisi dengan memberikan tanda (V) bila tidak di bawah penguasaan
tuliskan Satuan Kerja lain yang menguasai di baguan bawah kolom
"instansi" (bila diketahui), sesuai dengan isian di formulir

pemberitahuan tertulis

Hari/Tanggal

Tanda Bukti Mene- :

rima Informasi

diisi dengan :

a. hari dan tanggal penyampaian pemberitahuan tertulis
b. hari dan tanggal pemberian informasi kepada Pemohon
diisi tanda tangan Pemohon setelah yang bersangkutan menerima naskah cetak atau

elektronik yang dimintanya

Periode : Januari - Desember .............. (diisi dengan tahun)
Status Informasi Bentuk Informasi Hari/Tgl
. . Tanda
Informasi| Tujuan X
Nomor Nomor . Keputusan Alasan Bukti
No Tgl Nama Alamat Pekerjaan | yang [Penggunaan i
Pendaftaran Kontak - . - PPID Penolakan Menerima
diminta | Informasi Di bawah Penguasaan Belum .
Naskah i i Informasi
Didoku [ Naskah Cetak . Pemberitahuan [Pemberian
- " Elektronik . .
Ya Tidak | Instansi | mentasi| (Hardcopy) Tertulis Informasi
(Softcopy)
kan
KETERANGAN :
No diisi dengan nomor urut Bentuk Informasi diisi dengan memberikan tanda (v) di bagian bawah kolom sesuai bentuk informasi yang
Nomor Pendaftaran diisi dengan nomor pendaftaran permohonan Informasi Publik tersedia
Tanggal diisi dengan tanggal permohonan Informasi Publik diterima Keputusan PPID diisi sesuai dengan isi keputusan PPID Utama Kementerian PUPR/Perangkat PPID dalam
Nama diisi dengan nama Pemohon pemberitahuan tertulis terhadap permohonan Informasi Publik
Alamat diisi dengan alamat lengkap dan jelas Pemohon untuk memudahkan Alasan Penolakan diisi dengan alasan penolakan permohonan informasi PPID




F. FORMAT PEMBERITAHUAN TERTULIS

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIAT JENDERAL

Ruang Layanan Informasi Publik, Gedung Utama Lantai 1

J1 Pattimura Nomor 20, KebayoranBaru Jakarta Selatan 12110

Telp. 021-7228497, email: informasi@pu.go.id; informasipu@yahoo.com
Website: https://eppid.pu.go.id

Berdasarkan permohonan Informasi pada tanggal ........... bulan........c.ccooiiiiin. tahun
................ dengan nomor register .............c..ceeceneen......., dengan ini kami sampaikan kepada
Saudara/i :

I\ =S o o= S [ [ PRI
Alamat

No. Telp/ Email

Pemberitahuan sebagai berikut :

Informasi Dapat Diberikan

No | Hal-hal terkait Keterangan
Informasi Publik

1 Penguasaan
Informasi Publik

2 Format informasi
yang tersedia

3 | Biaya yang Penyalinan Rp «coeenenes Xoieenen (jumlah lembar) =
dibutuhkan Rpuiiiiiiiiiiiiiiinne,
4 | Waktupenyediaan | ........... hari

S | Penjelasan penghitaman/pengaburan Informasi yang diminta

Informasi tidak/belum dapat diberikan karena

Informasi belum dikuasai
-rmasi belum didokumentasikan

Penyediaan informasi dilakukan dalam jangka waktu ...............
Jakarta, .....cooeviviiiiiiiiiii 2019
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID)



mailto:informasi@pu.go.id
mailto:informasi@pu.go.id
mailto:informasipu@yahoo.com
https://eppid.pu.go.id/

G. Format Keputusan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Kementerian
Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Tentang Penolakan Permohonan Informasi

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIAT JENDERAL

Ruang Layanan Informasi Publik, Gedung Utama Lantai 1

J1 Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110
Telp. 021-7228497, email: informasi@pu.go.id;
informasipu@yahoo.com

Website: https://eppid.pu.go.id

KEPUTUSAN PPID TENTANG PENOLAKAN PERMOHONAN

Nama :

Alamat
No telp/ Email
No Register

Informasi yang
diminta

PPID memutuskan bahwa informasi yang diminta adalah

INFORMASI YANG

Alasan : Pasal 17 huruf................. Undang-undang
pengecualian Keterbukaan Informasi Publik
Pasal ...ccoooveniiiiiiiiiiiin, Undang-
undang........ceceeuveenennn.

Bahwa berdasarkan Pasal-pasal di atas, membuka informasi tersebut dapat
menimbulkan konsekuensi sebagai berikut :

Dengan demikian maka kami sampaikan bahwa

PERMOHONAN INFORMASI

Jika Saudara/i keberatan atas penolakan ini maka Saudara/i dapat mengajukan
keberatan kepada Atasan PPID selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak
menerima Surat Keputusan ini.

Jakarta, ..ccoovviiiiiiiiia 2019
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID)



mailto:informasi@pu.go.id
mailto:informasi@pu.go.id
mailto:informasipu@yahoo.com
https://eppid.pu.go.id/

H. Format Formulir Keberatan

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIAT JENDERAL

Ruang Layanan InformasiPublik, Gedung Utama Lantai 1

J1l Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110
Telp. 021-7228497, email: informasi@pu.go.id;
informasipu@yahoo.com

Website: https://eppid.pu.go.id

PERNYATAAN KEBERATAN ATAS JAWABAN
Nomor Register ......cccceeeeieiiniincinnnnnnen.

INFORMASI PEMOHON KEBERATAN

Nama :

Alamat

Pekerjaan

No Hp/Email

No Register
Permintaan

Tujuan
Penggunaan
Informasi

ALASAN PENGAJUAN KEBERATAN

Permohonan Informasi ditolak

Informasi berkala tidak disediakan

Permintaan Informasi tidak ditanggapi

Permintaan Informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta
Permintaan Informasi tidak dipenuhi

Biaya yang dikenakan tidak wajar

Informasi disampaikan melampaui jangka waktu yang ditentukan

KASUS POSISI

BATAS WAKTU TANGGAPAN ATAS KEBERATAN :
Tanggal : Bulan : Tahun :

Demikian keberatan ini saya sampaikan, atas perhatian dan tanggapannya, saya
ucapkan terimakasih.

Jakarta, ..c.ocoeviiiiiiiii 2019
Petugas Informasi Pemohon Keberatan
(Penerima Keberatan)



mailto:informasi@pu.go.id
mailto:informasi@pu.go.id
mailto:informasipu@yahoo.com
https://eppid.pu.go.id/

I.

FORMAT REGISTER KEBERATAN

A

EEMENTERIAN PEKERIAAN UBALING DAN PERLUINAMAN RAKYAT

Periode -

REGISTER KEBERATAN

ranuan - Desember ...

« [diisi dengan tahun]

Tanggal
Pangajian Nama Algmat
Eeberatan

Bomaor
Kontak

Peks rjanm

informas:
yang
diminia

Tujuan
Penggumasn
Informasi

Alasan Pengajuan Keberatan {Pasal 35 ayat

11 UL kie

MNormor dar

._.E‘.ﬂ_m_.
Tanggapan Surat
i Tanggapan
PPIDN E&
Atas
f E Eeberatzn

Marma dan
labatan
Alasan FPID

Tanggapari
Pamahan
Informasi

Keputusan Hasil
el asi S8 ksl
Man Litigasi

Putusan
Pengadilan
atas
Gugatan
Sengketa
informasi

KETERANGAMN :

Mo

Tanggal

Mama

i larrat

Homer Konmtsk

Fekerjaan

infoamast yang diminta
Tujuan Penggunaan informasi
Alasan Pengajuan Keboratan
[Pasal 35 ayat {1] UL KIP)

q!._nh.-m_u_.._ Atssan PRID

diisi dengan tanggal pengajuan kebe ratan

o diisi dengan nama Permichon

¢ diki dengan nomor pendaftaran pengajuan ke beratan

Wiisi dengan alamat lengkap dan jelas PFemahon
dlisi dengan nomar kontak (aomar telapentaksimillftele pon selulanfemall Pemohon)

diisi dengan pekerjaan Pemohon

diisi dengan detail infarmas: yang diminta
diisi dengan tujuanfalasan permohonan don penggunisan alas infarmasi vang dimints

& Penalakan atas permintaan informas) be rdasarkan alasan penpeciealian sebagai mana gimaksud dalam Pasal 17 UL KIP
h. Tidak disediakannya informeasi berkala

e Tidak ditanggapinya permintaan informas
d. Permintaan informasi tidak ditangeapi sebagaimana giminta
&, Tidak dipenuhinya permintaan informash
f. Pangenaan biaya yang tidak wajar

& Peryampaian informasi yang melabihijangks wakiu yang diatur dalam UL KIF

| i dengan tanggapan Atasan PPID

- diisi dengan memberikan tands (V] sesus alasan yang di gunakan untuk mengajvkan keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) UU KIP

-

SEKRETARIS JENDERAL

SELAKU ATASAN

INFORMASI

Firmanti
00615198703200

EJABAT PENGELOLA
AN DOKUMENTASI,




